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BUPATI PRINGSEWU 
PROVINSI IAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 37 TAHUN 2018 

TENTANO 

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPJL 

DENGAN RA.HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAil PRJNGSEWUt 

SALINAN 

a. bo.hwa de.lam rangka nicwujudka.11 lc:1t.i1J administrasi 
kependuduka.n ser.~ra A.kura.t, untuk memberikan 
perlindungan dan ~ngakuan terhadap data pribadi 
dan status hukum atas setiap Peristiwa 
Kependudukai1 dan Peristiwa Penting Iainnya yang 
rlialRmi pend.udu:k Kabupaten Pringsewu bruk yang 
berada di dalam rnaupun diluar Kabupaten 
Pringsewu.; 

b. bahwa daiam rangka merungkatkan kualitas 
pelayanan administrasi Kependudukan~ seja]an 
dengan tun tu tan pelayanan administrasi 
kependudulm.n yang profes-ional, m.emenuhi standar 
teknologi inform.ssi 1 dinrunis, tertibt dan tidak 
diskriminatif, pencapaian stander pelayanan minimal 
menuju pelayanan prima dan menyeluruh da1am 
u pay a menga.ta&i perma5alahan kependudukan, per1u 
<liatur d engan Pera tumn. Bu pati; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud do.Iron huruf a dan huruf b, pedu 
menetapkan Paraturan Bupati tentang ~layanan 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

1. Undang-Unrlang Nomor .'23 Tahun 2002 tentang 
Perlind.ungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta.bun 2002 Nomor 109t Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423~}; 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentaI1.g 
Pembentukan Kabupaten Pring~ di Provinsi 
La.mpung (Lembaran Negal"'a Republik Indonesia 
iahun 2008 Nomor 185, T~mh;;th.an Lembaran Neg2rS 
Republik Indonesia Nomor 4932); 



3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependud1.1kan dan Pembangunan 
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta.hun 2009 Nomor 161, To.mbahan Lembo.ran 
Republilc Indonesia Nomor 5080): 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang 
PP.merinmhan naerah (f .embaran NP.g::1n> R.-p11hlik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagilllllana telah ~berapakali diubah tera.khir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Jndonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2D07 tentang 
PeJaksanaan Undang-Undang Nomor :.!3 Tahun lUOo 
tentang Admini&tra&i Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4736), Sebagaimana te1ah diubah dengan 
Peralunm Pe1ne1inlah Numu1· 102 Tahun 2012 
(I.em banm Negara Republik Indonesia 'l'.ah un ?.O 1 ?. 
Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5373); 

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftarar. Penduduk 
dan Pencatatan Sipil; 

7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 
lntluk Kependudukan Secaia Nasional sebagai1nana 
telah diubah bebempakali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan 
Dokumen Kependudukan Hagi Penduduk Rent.an 
Administrasi Kependu.dukan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri ~omor 1B Tahun 
2010 tentang Pedoman Pengangkatan Lian 
Pemberhentian serta Tug.as Pokok Pejabat Pencatatan 
Sipil dan Petu_aas Registrasi; 

10. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 19 Tahun 
?.010 tP.nt.eng Fonnutir dan Buku Yang Digunakan 
Dalam Pend.aft.aran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 T.R h u n 
2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyeienggaraan · 
Administrasi Kependudukan; 



Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik lntluneSUI. Tahuu 2015 Nomo1· 
2034); 

13. Pera.turan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan cl.an Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 
16}; 

14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susumm Organisasi, Tugas 
Pokok, Funglli dan Tata Kerja Dinas-Dirn.i.8 
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43); 

MEMUTUSKAN: 

PERATllRAN BUPATI TENTANG PELA YANAN 
ADMINISTRASI KEP£NDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIPIL. 

BABJ 
KE'J'ENTl.;A°N UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupatl int yang dtmaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerint.ahan oleh pemerintah daerah dan 
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tuga~ pP.mhAntuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya daJam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dttnaksud dan Undang-Untla:r.ig Dasar Negara 
Repu bli.k Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerint~.h Dl,ientli adalah Kepa.la Daerab ~bagai 
unsur Penyelenggam Pemmnt.ah Darerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Pemerintah Kabupat.en adalah Pemerintar, Kabupaten 
Pringsewu. 

5. Bupati adalah Bupati Pringsewu. 

6. PP-raturan Daerah adalah Peraturan Daerah 
Kabupaten Pringsewu. 



7. Peraturan Bupati adalah Peratura.-i Bupati 
Pringsewu. 

8. lnstansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah 
Kabupa.ten yang bertanggungjawab dan berwenang 
melaksanakan pelayanan urusan Administ:rasi 
kependudukan, yaitu Dinas Kependudul<an clan 
Pencatatan Sipil. 

9. Kecarnatan adalah merupakan Wilayah Kerja Camat 
sebagai Perangkat Da.erah Kabupaten. 

10. Ke)urahan atau disebut dengan Kelurahan dan Pekon 
adalah suatu kesa.tuan masyarakat hukum yang 
memiliki kewcnangan. untuk mengatur dan mcngurua 
kepentingan masyaraka.t setempat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang dia.kui dalam 
Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah. 

11. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten 
Pringsewu. 

12. Kepala Pekon ada]ah Kepala Desa atau sebutan lam 
dalan1 Kabupaten Pringsewu.. 

13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian 
kegiatan peno.taml, penca.tatan, penertiban dokumen 
dan data kependudukan me1alui pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan infonnasi 
administrasi kependudukan serta pendayagunaan 
haailnya untuk pclayanan publi.k dan pcmbangunan 
sektor lain. 

14. Penduduk adaJah warga warga Negara Indonesia dan 
orang Asing yang bertempat tin!Wll di Pringsewu. 

15. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 
Indonesia. asli dan orang-orang bngsa lain yang 
disahl<an dengan undang-undang sebagai Warga 
Negara Indonesia. 

16. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara 
Indonesia. 

17. Dukuruen Kependudukan ada1ah dokurnen resmi 
yang diterbitkan oleh Jnstansi pel:::i~nA yang 
memp11nyai kekuatan hukum sebagai alat bukti 
autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan Sipll. 

18. Data kependudukan a.claJah data. perseorangan dan/ 
atau data auegat yang tcrstruktur eebagai hasil da.ri 
kegiatan ~nda.ftaran penduduk dan pencatatan Sipil. 

19. Pendsftaran penduduk a.dalah )."'P.ncatatan biodata 
penduduk, pencatatan at.as pelaporan peristiwa 
kependudukan dan pendataan penduduk rentan 
Administrasi kependudukan serta. penerbitwJ 
dokumen kepcndudulmn berupa kartu identitas atau 
Surat keterangan kependudukan. 



20. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang 
dia1ami penduduk yang hams dilaporkan karena 
membawa akibat terhadt1p penerbitan atau 
perubahan KK, KTP dan/ atau Surat k~tP.rangan. 

21. Nomor Induk Kependudukan, aelanjutnya disingkat 
NIK, ada1ah nomor identitas Pendudulc yang bersifat 
unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang 
yang terdaft.ar sebagai Penduduk lndonesia. 

22. Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya 
disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang 
dilengkapi chip yang merupakan 1dentitas Teb-mi 
Penduduk sebagai bukti diri yeng diterbitkan oleh 
lnstansi pelakAAnA. 

23. Pencat.w.lan Sipil edalah pencatatan peristiwa penting 
yang clieJemi oleh ~llf!Orang dalam register 
Pencatatan Sipil pada lnstansi pelaksana. 

24. Pejabat pencatatan Sipil sad11Jah Pejabat yang 
melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami 
seseorang pada lnstansi pelaksana yang 
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peni.lw1u1 
Perundang-Undongnn. 

25. Peristiwa penting adalah kejadian yang dia1ami oleh 
seaeorang mcliputi lrelahil'Qll, kematian, lahir mati, 
perkawinan, peroeraian, pengakuan ana.k, 
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan 
nama dan perubahan status kewarganegaraan. 

26. Surat Keterangan tempat tinggal, yang selanjutnya 
di.singkat SK.Tr, adaJah surat keterangan yang 
diberikan kepada Orang A&ing Tinggal Tcrbato.s 
sebagai tanda bukti Pf!ndaftaran tempat tinggal 
terbatas. 

27, Izin tinggal terbata9 adaleb iziTI tinggal yang diberikan 
kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu 
yang terbatas eesuai dengan ket.entuan pera.turan 
pcrundllng-undangan. 

28. lzin tinggal tetap ada.lah izin Linggal yang diberikan 
kcpa.do. orang Asing untuk tinggal menf'!t1-1p di \\il.ayah 
Negara Keeatuan Republik Indonesia sesu.ai dengan 
ketentwm praturan perundang-undangan. 

29. Petugas Re@istrasi ada1ah pegawai yang diberi tugas 
dan tanggung jawab memberikan pelayarum 
pelaporan peristiwa kependudukan clan peristiwa 
penting scrta pengclolalm dan penyajian data 
Kependuclukan di Pekon/Kelurahan. 



30. Sistem Informasi. Administra.si Kependudukan, 
Selanjutnya disingkat SJAK, adalah sistem informasi 
yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunike.si untuk mcmfasilitaai pcngclolaan 
administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara 
dan lnatansi pelaksana sebagai satu kesatuan. 

31. Data prilllld; ad,IIRh rlAt.a rw.rseorangan tertentu yang 
disimpan, dirawat dan dijaga keben.arannya serta 
dilindungi kerahasiaannya. 

32. Kantor Urusan Age.ma Kecamatan, selanjutnya 
disingkat KUA Kee. adalah satuan kerja yang 
mela.ksanakan pencatatan nlkah, talak, cerai clan 
rujuk pada tingkat Keca.matan. bagi penduduk yang 
beragama Islam. 

33. Datab11se Kependudukan adalah kwnpule.n berbagai 
jenis data kependudukan yang tersimpan secara 
sistematik, terstruktur clan saling berhubungan 
dengan mengguna.kan perangkat Iunak, perangkat 
kero.s dan jaringan komunikaei data. 

34. Data Agn!gat adalah kumpulan data tentang pemliwl,j_ 
kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, 
kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan. 

35. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Akta 
Adalah dokumen _yang memuat catatan otentik hasil 
pencatatan Sipil yang disimpan oleh lnstansi 
pelaksana. 

36. Kutipan Aleta adalah catatan pokok yang dikutip dari 
Akta Cataran Sipil yang diberikan kepada yang 
bersangkutan sebaga; ala.t bukti pencatatan Sipil. 

37. Stelsel Aktif adalah u.sas pcmcl,j.ll:llan Sipil oleh 
lnstanai p<e'lalcseru1. dsn pelaporan periittiwa p,mting 
secara aktif oleh penduduk. 

38. Caba.tan Pinggir adalah cacatan pokok yang rlikutip 
dari Aleta Catatan Sipil yang diberikan kepada yang 
bersangkutan sebagai alat bukti pendatatan sipil. 

39. Pindah adalah berdomisilinya penduduk di alamat 
yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun 
atau berdaaarkan keb11tulum yang bec88Dgkutan 
untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun. 

Pasa12 

Setiap penduduk mempunyai hale untuk memperoleh: 
a. dokumen kependudukan; 
b. pelayanan yang sama da1am penda.t'taran penduduk 

dan pencatatan Sipil; 
c. pcrlindungan atas data pribadi; 



d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; 
e. informasi menegenai data basil pendar..aran 

penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau 
kelW1Ip11ya; dan 

f. pnti iugi dan pemulihan nama baik &t""bagei okioot 
kesalah1tn dalam penda.ftaran penduduk dan 
pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi 
oleh lnstansi pelaksana. 

P&ial.3 

Setiap penduduk wajib melaporkan 
kependudukan dan peristiwa penting yang 
kepada lnstansi pelakMJla dengan 
peraya.ratan yang diperlukan deJem 
penduduk dan pencatatan Sipil. 

Paeal4 

peristiwa 
dialaminya 
memenuhi 

pendaftl'lrl'ln 

Penduduk Pringsewu yang berada diluar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting yang diaJaminya 
kepada lnstanei pelusana pcncatatan Sipil Nego.ro. 
set.empat dan/atau kepada Peiwakilan Republik 
Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang 
diperlukan dalain pendaftaran penduduk clan pencatatan 
sipil. 

BABII 
KEWENANGAN PENYELENGGARA 

DANINSTANSIPELAKSANA 

BagianKesatu 
Penyelenggara 

Paragrafl 
Pemerinmh Daerah 

Pa.sal.5 

Penicrintah Daerah Kabupaten Pringsewu. melalui 
Jnstansi pe1aksana berwenang meneyelenggarakan 
urusan Administrasi Kependudukan yang melipu ti: 
a. koordinasi penyelenggaraan administrasi 

kependudukan; 
b. penetapHil sistem, pcdoman, clan standar; 

c. fasilitasi dan 808i.alisaei; 
d. pemberian bimbingan, siupervisi, pemantauan 

evaluasi dan konsulta.si pelaksanaan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil; 

e. pengelolaan dan penyajian data kependudulqui 
t>erskala. K~bupaten; 



f. mengajukan blanko KTP-el Ice Kementerian Dawn 
Negeri; 

g. meny!'diakao blanko dokumen .kependudukan selain 
blanko KTP-el; dan 

h. evaluaai pelabanaan kegi.atan administrasi 
kependudukan. 

Pasal6 

(1) Pemerintah Kabupaten Pringeewu berkewajiban can 
bertanggungjawab menyelenggarakan urusan 
Admhtlstraai Kependuclukan yang dllakukan oteh 
Instanei pe1aksana dengan kewenangan meliputi: 
a. knoniin.1u1i penyP.IP.ngviman atlmin istrasi 

kependudukan; 
b. pembentukan Instansi Pelaksana. yang tugas dan 

fungsinya di bidang administmsi kependudukan; 
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Admirustrasi 

kependudukan sesu.ai dengan ketentuan 
peraturan Perun~-undangan; 

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan 
administraei Kependudukan; 

e. pelaksanaan k:egiatan pelayanan masyarakat di 
bidang adrmntsttasi kependudukan; 

f. penuga81:lD kepada Pekon untuk 
menyelenggani.kan !ie'bagian urusan administrasi 
kependudukan berclasarkan asas tugas 
pembantuan; 

g. penyajian data kependudukan berskala 
Kabupaten bera.slll. dHri WI.ta kependudukan yang 
telah dikonsolidasikan dan diber!tihk!ln oleh 
Kementerian yang bertanggungjawab dalam 
urusan pemerintahan dalam negeri; dan 

h. koordinasi pengawa.san a.tas penyelenggaraan 
adrninistrasi .kependudukan. 

(1) lnstansi 
ndminietraei 
meliputi: 

Pasa17 

Pelaksana melaksanal<a.n 
kependudukan dengan 

urusan 
kewajiban 

a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat 
peri.stiwa penting; 

b. memberikan pelayanan yang sama dan 
profesional kepa.da. setiap penduduk ~s 
pelapo:ron perietiwa kependudukan dan peristiwa 
penting; 

c. mencetak. menerbitkan, dan mendistribusikan 
dokumen kependudukan; 



d. mendokumenta.sikan hasil pendaftaran penduduk 
dan pencatatan Sipil; 

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas 
pcristiwa kcpcndudukan dan peristiwa pen.ting; 
dan 

f. mela.k:ulam verifikasi dan validasi data dan 
informasi yang disampaikan oleh penduduk 
dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan 
pencatafan Sipil. 

(2) Kewajiban s,,hagairnan dimaksud pad.a ayat ( l J 
huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan 
rujuk bagl penduduk yang beragama Islam pada 
tingkat keca.matan dilakukan oleh pegawai pencatat 
pada KUA Kee. 

j3) Kewajiban aebagaima.na. dima.bud pada ayat (1) 
untuk persyaratan dan tata. pencatatan peristiwa 
penting bagi penduduk yang agmnanya belum diakui 
sehagai e,garna berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-un.dangan atau bagl penghayat 
kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang
undangan. 

Pasal8 

(1) ln~tan:si pe~ melak~akan uru11an 
administrasi Kependudulam dengan kewenangan 
yang meliputi: 
a. memperoleh keterangan dan dam yang ben.ar 

tentang peristiwa Jrependudukan dan peristiwa 
penting yang dilaporkan penduduk; 

b. memperoleh data mengenai peristiwa penting 
yang dialami penduduk atas dasa, putusan atau 
penetapan pengadtlan; 

c. memberikan keterangan atas lapor<lll peri~tiwa 
kependudukan dan peristiwa penting untuk 
kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan 
pembuktian kepada lembaga pt'radi}an 
pengelolaan data dan mendayagunakan informasi 
basil pelayonan yang aama dan profesional 
kepada aetiap penduduk ataa pelaporan peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting; dan 

d. mengelola data dan mendayagunakan informa.si 
basil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipll 
untuk kepentingan pembangunan. 

(2) Kewenangan sebagaimana di.maksud pada ayat ( l I 
huruf a dan huruf b berlalcu juga bagj KUAKec. 
khusuanya untuk pen.ca.ta.tan nikah, talak, cerai dan 
rujuk bagi penduduk yang hemgama Islam. 



(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pa.da 
ayat (1), lnetansi Pelaksana mempunyai kewenangan 
untuk mcndapatkan data ha3il pencatatan peri6tiwa 
perkawinan, peroeraian dan rujuk bagi penduduk 
yang beragama islam dari KUAKec. 

Pa.aal9 

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan 
melakukan verifikalri kebcnaran data, mel.ak-ukan 
pembuktian pencatatan atas nama jabatanya, mencatat 
<lat.Iii daJam register akta penca.tatan Sipil, menerbitkan 
kutipan akta. Pencatan Sipil, clan membuat catatan 
pinggir pada akta-ak.ta pencatalan Sipil. 

PasallO 

(l) Petu.gaa regist:raai membantu Kepala. Pekon dan/atau 
lumh, dAn Inatansi pelaksana dalam pendaftaran 
penduduk clan pencatatan Sipil. 

(2) Petugas regi.strasi ~bagaimana dirnalalud pad.a 
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
diutamakan yang memenuhi persyara.tan. 

BAB Ill 
PENDAFTARAN PENDUDUK 

Bagian Kesatu 
Nomor !ncluk Kependudukan 

Pasal 11 

ll) Setiap pcnduduk wajib memiliki NIK. 

(2) NIK eebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
seum.ur hidup dan ~Jaroanya yang diberika.t1 oleh 
Pemerintah dan diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana. 

~3) NIK 8Cbflgairoana din18bud pada ayat (1) 
diC8ntumkan rlAlam setiAp dokumen kependudukan 
dan dijaclikan dasar penerbitan paspor, surat izin 
mengemucli, nomor wajib pajak, polis asuransi, 
senifikat httk 1:t.b:ul !arum dan pene,·bitan dokumen 
identitas lamnya. 

BagianKedua 
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 

Paragraf 1 
Perubahan Alamat 

Pasa.112 

Dalam hal t.erjadi perubahan alamat penduduk, Tnstansi 
pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan 
perubahan dokumen pendaftaran penduduk. 



Paragraf2 
Pindah Datang Penduduk Dalarn WilayaJ1 

Negara KesatuBn R~publik Tndonesia 

Pa.sal 13 

(l) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
wajib melapor kepada Instansi pelaksana di daerah 
asal unluk mendapatkan surat Keterangan Pindah. 

(2) Pindah ~bagaimanq_ dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
benlomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk 
waktu lebih dari 1 (satu.) tahun atau berdasarkan 
kebutllhan yang ber&llJlf:kuton untuk waktu yang 
kurang dari 1 (satu) tahun. 

(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana 
dimabud pa.daaya.t (1) penduduk yang bei'Sangk.utan 
wajib melapor kepada lnstansi Pf'laksa,.a di daerah 
tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah 
Datang. 

(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagnimano. 
dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar 
peruba.han atau penerbitan KK dan KTP bagi 
penduduk yang bersang)rutan. 

Pasal 14 

Inatansi pP.Jeksena wajib menyelengarakan pendaftaran 
pindah de.tang penduduk 'Wl'arga Negtu-a Indonesia yang 
bertransmigrasi. 

Pasal 15 

(1) Orang asing yang memilild Izin Tinggal Terbatas dan 
Orang asing yang memiliki. lzin Tin~ Tetap van.it 
pindah daJam wilayah Negara Kesatuan Repub!ik 
Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya 
kepada. Inetansi Pelaksana di daerah asal. 

(2) Berdaaarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) lnstansi pelaksana mendaftar dan 
menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. 

(3) Orang a.sing sebagaimana. dimaksud pada ayat (l) 
melaporkan kedatangan kepada Instansi pelaksana di 
daerah tujuan paling lambat 30 (tip puluh} hari 
aejak diterbitkan Surat keterangan Pindah Datang. 



(4) Surat keterangan Pindah Datang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar 
perubahan ala14 penexbitan KK, KTP, atau Surat 
Keterangan Tempat Tinsseel bagi orang ABing yang 
bersangkutan. 

Paragaraf3 
Pindah Datang Antamegar-8 

Pasal 16 

(1) Penduduk Waip Negara Indonesia yang p.inda11 ke 
Luar Negeri wajib mela.porlcan rencana 
kepindahannya kepada lnstansi Pelaksana. 

(21 Bt>ttlaaarkan le.paran aebaga.intana dimakeud po.do. 
ayat ( 1) lnstansi pelalulana mendaftar dan 
menerbitkan surat keterangan pindah ke Luer Negeri. 

(3) Penduduk Wmp llfegal"ll lr,donesia yang telah pindah 
sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus 
menetap di Luar Negeri. wajib me1aporkan kepada 
Penvakbm Rep~blik Indonesia paling lambat 30 (tlga 
puluh) hari sejak kedatangannya. 

Pa.sal 17 

( l) Warga Negara lndonesin yang datang dnri Luar Negeri 
wajib melaporkan kedatangannya kepada lnstansi 
Pelaksana paling lambat 14 (em.pat belasl hari sejak 
tanggal .kedatangannya. 

(21 Berdasarkan lapocan sebegaimana dimAk!'md p;iill'I 

ayat (1), lnstansi pelaksana mendaftar dan 
menerbitkan eurat lreterangan datang dari Luar 
Negerl sebagai daSlU· pene,·bitan KK Will KTP. 

Pasall8 

( 1) Orang a.sing yang memiliki izin nnggal terbatas yang 
data.ng clari luar Negeri da.n orang Aaing yang 
memiliki izin lainnya yang telah berubah status 
aebagai pemegang lzin Tingggal Terbatas yang 
berencana. be,:te.11i,at tinggaJ di wilayah Negara 
Kcsatuan Rcpublik lndone8ia wajib melaporkan 
kepada Instansi Pe1aksana paling Jambat 14 (empat 
belas) harl eejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas. 

(2) Berdaaarkan laponm sebagimana dimaksud pada 
ayat (1) Inatansi pelaksana mendaftar dan 
menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. 

(3) Masa berlaku Surat Keteranpn Tempat Tinggal 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tlisesuaikan 
dengan masa berlaku lzin Tinggal Terbatas. 



(41 Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana 
dimaksud pada Sl'at (2J wajib dibawa pada saat 
bepergian. 

Pasal L9 

(11 Orang a.sing yang mcmillki Jz;in Tinggal tcrbatas yang 
teJah berubah status menjadi Orang aaing yAng 

· memilild Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada 
Instanai Pelaksana. paling Jambat 14 (empat belas) 
hari sejak dit.erbitkan .Wn Tingga1 Tetap. 

(2,) ~rdWkan laporan sebagaiimana dimaksud pada 
· . ~•~ ·• \~.) lnstansi pelak88lla mendaftar dan 

menerb1tkan KK da.n KTP, 

Pasal2~0 

( 1) Orang asing yang mcmiliki ·Jz;in tinggal terbata.s a tau 
orang aeing yanr memililci Iz1n Tinggal Tetap yang 
akan pindah keluar Negeri wajib melaporkan kepada 
lnstansi pelakaana paling )ambat 14 (empat belas) 
hari sebelum rcncana kepinclahannya. 

(2J &.maear'lwl laporan lU"bepirnanA, dimaksud- pada 
ayat (l) Inatansi pelakeana melakukan pendaftaran, 

Paragraf4 
Pend.uduk'Rentan ~dministrasi 

• 
Pasal 21 

(1) Inatansi pelakaana wajib melakukan penciataan 
penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang 
meliputi: 
a. penduduk korban bencana alaln; 
b. pendUdUk korban bencana sosial; 
c. orang terlantar; 
d. komunitaa tcrpcncil. 

Pendataan penduduk rent.an Administrasl 
Kependudukan eebapmuma. cliroa1'$Ud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat 
sementara. 

(2} Hasil pendataan sebageimruia dimaksud pada ayat (21 
digunakan sebapi dasar penerbitan surat keterangan 
kependudukan untuk penduduk rentan administrasi 
kependudukan. 



Bagian Ketiga. 
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu 

Mendaftar.kan Sendiri 

Pasal22 

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri 
pelaporan temadap perietiwa kcpcndudukan yang 
menyangkut clirinya aendiri dapat dibantu oleh lnstansi 
Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. 

BABIV 
PENCATATAN SIPIL 

B~Kesatu 
Pencatatan Kelahiran 

Paragraf 1 
Pencatatan Kelahiran di Dalam Wilayah 

Negara Keeatuan Republik Indonesia 

Pasal23 

(l) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk 
kepada lnatansi pelaksana aetempat paling lambat 60 
(ena.m puluh) hari sejak kelahiran, 

(2) Berdasarkan 1aporan Sf!bagairoana dimaksud pada 
ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada 
Register Alda Ke1ahiran dan menerbitkan Kutipan 
AktaKelahiran. 

Pasal24 

(1) Pencatatan kelahiian dalarn Register Alda Kelahiran 
clan penerbit.an Kutipan Akta Ke.lahiran terhadap 
peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui 
asal-uaulnya atau kcbenldaan orang tuanya, 
didaaarkan pada laporan orang yang menemukan di 
lengkapi Betita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. 

(2) K.utlpan Akta Kelahiran eebag;a.imana dimakeud pada 
ayat ( 1) dit.erbitkan oleh Peja.ba.t Pencatatan Sipil dan 
disimpan oleh lnstansi Pelaksana. 

Paragraf2 
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal25 

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayah 
Negara Keaatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan 
pada JnstanBi yang berwenang di negara eetempat 
dan dilaporkan kepada perwakilan Republik 
Indonesia. 



(2) Apabila negara setempat sebaga.imana <limaksud 
pada ayat {11 tidak menyelenggarakan pencatatan 
kelahiran bagi orang a.sing, pencatatan dilakukan 
pada Perwaki]an Republik Indonesia setempat. 

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 mencatat peristiwa kelahiran 
dalam Register Akta Kelahiran clan menerbitkan 
Kutipan Akta Kelahiran. 

(4) Pencatatan Kelahiran ~bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan aya.t (2) dilaporkan la:pada ]nstansi 
Pelakaana paling JamhSit 30 (tiga pu1uh] hari aejak 
Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali 
ke Indonesia. 

Paragaraf 3 
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut 

dan/atau PesawatTerbang 

Pase! 26 

(1) Kelahiran Warga Negara. Indonesia. diat.as k.apal Ia.ut 
at.au pesawat terbang wajib dilaporkan oleh 
penduduk kepada lnstansi pelaksana di ten1pat 
tujuan atau t"'m'('lllt singgah berdaaaTkAn k~~ngHn 
kelahiran dari 118.hkoda kapal laut atau kapten 
pesawat terbang. 

(2) Dal.am hat tenipat tujuan atau tempat singgah 
sehegairnlUla dimakaud 1J8da ayat (ll berada di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana 
eetempat untuk dicatat dalarn Register Akata 
Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akata Kel.ahiran. 

(3) Dalam tempat tujuan atau tempat singgah 
sebagaiJna.mi. dimak~ud pad.:,. ~yl,t,l (1) berawt. di lutu 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan 
atau tempat singgah. 

('1) Apa.bi.la negara tenipat tujua.n atau tempat sinsgah 
sebagaimana dimaksud pada ~vat (3) tidak 
menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang 
asing, pencatatan dilakukan pada t>eiwakilan 
Republik Indone;sia setempat. 

(5} Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (41 mencatat peristiwa kelahiran 
dalam Reglsttt Alda Kelahiran dan menerbilkan 
Kutipan Akta Kelahiran. 



(6) Pencatatan kelahiran eebagaiman dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4! wajib dilaporkan o\eh 
pendudduk kepada Instansi PelSJksana p.<1ling lamhat 
30 (tiga puluh) hari se,jak Warga Negara Indonesia 
yang benangkutan kembali ke Indonesia. 

Paragraf 4 
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas waktu 

Pasal 27 

Petaporan ke1ahiran sebagajmana di.maksud dalam 
Paeal 23 o.yot (1) yang melampa.ui batas waktu 60 lens.in 
puluh) hari aejak tanggal kelahiran, pencatatan dan 
penerbitan Akta kelahiran, dilakaanakan seteJah 
mendapatkan .keputusa.n Kepala Instansi. pelaksana. 

:Fle~an Xedua 
Pencatatan Lahir Mati 

Paw28 

(1) Setiap lahir me.ti wajib dilaporkan oleh penduduk 
kepada lnstansi pelaksana. paling lamba.t 30 (tiga 
puluhJ hmi sejak lahir mati 

(21 lnstansi Pelakaana sebagaiman dimaksud pada ayat 
(1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati. 

Bagian Keti 
Pencatatan Per~winan 

Parap-af 1 
PenC'.atatan PerkAwimm di wilAyAh 

Negara Kesatuan Republi.k Indonesia 

Pasal29 

(11 Perkawinan yang sah berda.sarkan ketentuan 
pere.turan perundang-undangan wajib dilaporkan 
oleh penduduk kepacla Inatansi Pelaksana ditempat 
terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) 
hari sejak tanJ7D,l perkawman, 

(2) Berdasarkan laponm ~bagaintfil~ di.Jnaksud pada 
ayat (1) Pejabat P~atatan Sipil mellC'.atat pRd~ 
Register Aleta Perkawinan dan menerbitkan kutipan 
Akta Perkawinan. 

(3) J<utipan Aleta Perkawinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suarni 
dan isbi. 



(4) Pelaporan. sebagaimana dimaksud. pa.da ayat ( l) 
dilakukan oJeh penduduk yang beraga.ma Islam 
kepada KUAKec. 

(5) Data basil pencatatan atas peristiwa sebagaimana. 
dimalmud padll ayat (4) dan dalam Pasal. 8 ayat (2) 
wajib diaampaikan oleh KUAKec kepada Instansi 
Pelabena dalam waktu paling lam.bat 10 (sepuluh) 
hari setelah pencata.tan perkawinan dilaksanakan. 

(6) Ha.ail pencatatan data ~b4gsimana. dimaksud pada 
ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan AJcta 
Pencatatan Sipil. 

Pasal30 

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 berl.akl.1 pule bagi: 
a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan 
b. perkawinan wacga Negan,. Aliliig y1tng dilakukan di 

lndoneSUI. atas permintaan Warga Negara Asing yang 
bersangkutan. 

Pasal 31 

Dawn h.al perka.winan tidak dapat dibuktikan dengan 
Aleta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan 
setelah adanya penetapan pengadilan. 

Paragraf 2 
Pencatatan Perka.winan di luar Wilayab 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasa132 

(1) Perkawinan Warga Negara Republik Indonesia di lua.r 
wilayah Newmi Kesatuan Republik Indonesia wajib 
dicatatkan pad.a lnstansi yang berwenang di negara. 
setempa.t dan di1aporkan pa.da perwakilan Republik 
Indonesia. 

(2) Apabila negara setempat sebagaimana di.maksud 
pada ayat {l) tidak menyelenggarakan pencatatan 
perkawinan bagi orang asing, pcncatatan dilakukan 
pada perwakiJan Republik Jndonesia setempat. 

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana 
dimakaud pwla ayat (2) mencatal penst1wa 
perlcawina.n deJarn Register Aleta perkawinan ruin 
menetbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 



(4) Pencatatan peikawinan sebagaimena dimaksud pada 
ayat (11 dan ayat (2) dilaporkan oleh yang 
beniangkutan kepada Instansi pelaksana di tempat 
t:inggalnya paling 1ambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
yang bersanglrut.an kem.bali ke Jndonesia. 

B>lgi'ln K=mpat 
Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

Pasal33 

(l} Pembatalan perkawinsn wajib dila.porkan oleh 
penduduk Jang menga]ami pembatalan perkawinan 
kepada lnstansi pelaksana paling lambat 90 
[sembilan puluh} hari setelah putusan pengadilan 
tcntang pcmbatalan perkawinan yang tel.ah 
memperoleh kekuatan hllkum tetap. 

(2) lnsaansi peJak,:q,ntl :,ebagaimana dimakaud pada 
ayat (1) m.encabut lcutipan Akta perkawinan dari 
kepemililam subjek akta dan mengeluarka.n Surat 
Keterangan Pembatalan Perkawinan. 

BegianKelima 
Pencatatan Peroeraian 

Paragraf 1 
Penca.t.an Perceraian di Wilayah 

Negara Keaatuan Republik Indonesia 

Pasa134 

( l I 1-'erceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangku tan 
kepada lnstansi pel.em:lane. paling lambat 60 lcna.m 
puluh) ha.ri aeja.k putusan pengadilan tentang 
perceraian _yang telah memperol.eh kek:uatan hukum 
tetap. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat Ill, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada 
Reglster Aleta Perceratan dan menerbitkan Kutlpan 
Akte. Pe:icer..ian. 

Paragraf2 
.1-'encetatan Pen:eraian di Luar Wilayah 
Negara. Keeatuan Rcpublik Indonesia 

Pasal 35 

(1} Perceraian Wtuga Nepra. Indonesia di luar Wilayah 
Negara Keeatuan Republik [ndonesia wajib dicatatkan 
pada lnstanai yang berwenang di negara setempat 
dan dialaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. 



(2) Apabila negara aetempat sebapimana dimaksud 
pada ayat jl) tidak menyelenggarakan pencatatan 
perceraian bagi orang a.sing, pencata.ran dilakukan 
pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana 
dimalaJud pe.daayat (2) mencatat perietiwa pcrccraia.n 
dalam Register AktA ~w.eniiAn dAn menerbitkan 
Kutipan Akta Pen:eraian. 

(4) PencalB.tan peroeraian sebagaimana d1maksud pada 
ayat ( l) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang 
beraanskutan kepada Instanl!i pelaksana di tempat 
tinggalnya paling lambat 30 [tiga puluh) hari sejak 
yang hersangkutan kembali ke Indonesia. 

BagjanKeena.m 
Penca.tatan Pembatalan Pen:eraian 

Pasal36 

(1) Pembatalan peroeraian bagi Penduduk wajib 
dilaporkan oJeh penduduk kepada InstanSi pelaksana 
paling lrunbat 60 (enam puluh) hari eetelah putuean 
pengadilan tentang pembatalan perceramn 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Dcrdaearkan laporan sebagaimana dimalmud pada 
ayat (1), lnst.ansi pelaksena mencabut Kutipan Akta 
Pen:eraian dari kepemilikan subjek akta dan 
mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan 
Perceraian. 

Bagian Ketujuh 
Pencatatan Kema.tian 

Paragraf 1 
Pencatatan Kematian di Dalam Wilayah 
Negara Kesatuan Republi.k lindonesia 

Pa.8d37 

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleb ketua Rukun 
Tetangga atau nama lainnya di dornisili penduduk 
kepada Instansi peJekMoa RCtempl:lt paling Iambat 30 
(tiga puluh) hari eeja.k tanggal keinatian. 

(2) Berdaaar'lcan Japoran aebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada 
RqisLe1· Akta Kcmatian dan 111enerbitkan Kutipan 
Aleta Keuiatian. 



(3) Pencatatan kematian sPbagairnan... dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian 
dari pihak yang beN-enang. 

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan 
seaeorang karena hilang atau mati tetapi tidak 
ditemukan jenazahnya, pencatntan oleh Pejo.bat 
Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya 
penetapan pengadilan . 

(5) Dalam hal terjadi kematian Sf!Mnrang yl'1ng tidak- jelas 
identitasnya Instansi Pelaksana melakukan 
pencatatan kemadan berdasarkan keterangar, dari 
kepolisian. 

Paragraf2 
Pencatatan Kematian di Luar Wilayah 
Negara. Kesatuan Republtk Ilnclonesia 

Pasal 38 

(l) Kematian Warga Neg,ara Indonesia dl luar wilayah 
Negara Kceatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan 
oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya 
kepada Perwaldlan Republik Indonesia dan wajib 
dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara 
isetempat pa.ling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
kematian. 

(2) Apabila. perwalilan Repul.ilik Indon~ mengetahui 
periatiwa kema.tian seseorang Warga Negara 
Indonesia di neg,ara setempat yang tidak dilaporkan 
dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 
c1iterlmanya infonnasi ter5ebut, pencatatan 
kematiannya. dilakuknn oleh perwakilan Republik 
Indonesia. 

(3) Dalam hal seaeorang Wmga. Negara Indonesia 
cliny'ltabn hil'lng, pen,yAtaan kemAtian b.n-n~ 
hilang dan pencatatannya dilalcukan oleh lnstansi 
Pelaksana di negara setempat. 

(4) Dalam bal terjadi kematian seseOranR War.Ra Negara 
Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pemyataan 
dan pencatatan dilakuk.an oleh Instansi Pelaksana di 
negare. setempat. 

(5) Keteranga.n pemyataan kematian sebagaimana 
di.makaud pada aya.t (3) dan ayat (41 dicatatkan pada 
perwakilan 'lb!publik Indonesia setempat. 

(6) Keterangan aebagaimana dimaksud pada ayat (5} 
menjadi dQOOJ' Inetnnsi Pelaksana di Indonesia 
mencatat peristiwa. tersebut dan menjadi bukti 
dipengadilen sehagai dasar penetapan pengadilan 
mengenai lrematian seseorang. 



Bagian Kedelapan 
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak. 

dan Pengesahan Anak 

Paragrafl 
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah 

Negara. Kesa.tuan Kepublik Indonesia 

Pasa.139 

(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksana.kan 
benlasarlcan penetapan pengadilan ditempat tinggal 
pemohon. 

(2) Pencatatan pengangkatan analc S<>!h-'l~imana 
dimaksud pada ayat (ll wajib dilaporkan oleh 
penduduk kepada Instansi PeJaksana yang 
menerbitkan kutipan AkLH Kelahiran paling larnbat 30 
(tiga puluh) hari seb!lah cliterimanya salinan 
penetapan pengadilan oleh penduduk. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pejaba.t Pencatatan Sipil membuat catatan 
pinggir pada Register Aleta Kelahiran dan kutipan 
Akta keht.hlra.n. 

Paragraf2 
Pencatatan Penpngkatan Anak Warga Negara Asing 
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal40 

(1) Penpngketan a.oak warga Negesa Asing yw1g 
dilakukan oleh wargA N~gara Indonesia di luar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 
dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara 
sc:l.emptl.l. 

(2) Ha.sil pencatatan pengangka.tan anak sebagaimana 
dimo.kaud pada ayat ( 1) wajib dilaporkan kcpa.da 
perwakiJan Republik Indonesia. 

(3) Apabila negara setempat sebagaiamana dimaksud 
pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan 
pengangkatan anak bagi warp Negara Asing, warga 
nega.ra yaang bersangkutan melapork.an kepada 
perwaldlan Republik Indonesia eetempat untuk 
mendapatkan Surat Keterangan pengang)<atan anak. 

(4) Pengangkatan anak warga negara ruling sebagaimana 
di.maksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oieh 
penduduk kepada lnsta.nasi Pelalcsana di tempat 
ti'1ggab:1.ya paling lambat 30 (tiga pulu) hari sejak 
yang bersongkutan kembali ke Indonesio.. 

(5) Benlaaarkan laporan sebagaimana dimaksud pa.da 
ayat t4) lnstaT1si Pelak~na mf!ngnlmhksm Surat 
keterangan Pengangkatan anak. 



Paragraf3 
Pencatatan Pengakuan Anak 

Pasal41 

( l J Pengakuan anak wajib diJaporkan oleh orangeua pada 
Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak tangp1 surat pengakuan anak oleh ayah clan 
di.setujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. 

(2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang 
tuanya telah melaksanakan perka.winan sah menurut 
hukum agama, tclapi beluID sah menurut hukuID 
Nep.ra. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat jl) Pcaabat pencatatan Sipil mencatat pada 
Register Akta pengakuan an.ak dan menerbitkan 
kutipan Akta Pengakuan anak. 

Paragraf4 
Pencatatan Pengesahan anak 
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(t) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang 
tua kepada Insta.nei pelaksa.na paling lambat 30 hari 
sejllk ayah don ibu drui anak yang becsangkutnn 
melakukan perkAwinan dan mendapatkan a.kta 
perkawinan. 

(2) Pengeaahan anak han_ya berlaku bagi au.ak ym1.g 
orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah 
menurut hukum agama dan hukwn Negara. 

(3) Berdaaark:an laporan sebagaimana dimaksud pad.a 
ayat jl) Pejabat Pencatntan Sipil mencatat pado. 
register Akta pengesahan anak dan menerbitkan 
kutipan Akta pengesahan anak. 

Bagian Kesembilan 
Pencata.tan Perubahan Nama dan Perubahan 

Status Kewarganeguaan 

Paragraf 1 
Pencatatan perubahan Nruna 

(1) PencatatBn 
berdasarkan 
pemohon. 

Pa.sal43 

peIUbahan IllWll:l dil~nakan 
penetapan pe"gadiJan Negeri temp.Ht 



(2) Pencatatan perubahan na.ma sebagaimana dimak8ud 
padA Ayat (1) WAjib dilAJ10-rkan oleh penclurluk kepadR 
lnstanai pe1aksana yang menerbitkan akta 
pencatat.an Sipil paling tambat 30 (tiga puluhJ hari 
sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan 
Negeri oleh penduduk. 

(3) Berdasa.rkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Peja.bat Pencatatan Sipil mem.buat catatan 
pinggb- pada register akta Penco.tatan Sipil dan 
kutipan akta pencatatan Sipil. 

Paragraf2 
Penca.tatan perubahan Status Kewarganegaraan 
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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(1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga 
negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib 
dilaporkan oleh pendu.duk yml.8 benwil1gk.utan kep;tdtt. 
Instansi r-Jak:aana di temp.at peristiwa perubahan 
status kew81pllegaraan paling lambat 60 lenam 
pu1uh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah 
atau pemyataan janji setia oleh pejabat. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan 
pinggir pada register akata Pencatan Sipil dan 
Kutipan akta Pencatatan Sipil. 

Paragraf3 
Pencat.atan Perubahan Status Kewarganegaraan dan 
Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing 
di LuarWilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia 
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(1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga 
Negara Indon~ia mP-njadi warga negara Asing di luar 
wilayah Negara Kesa.tuan Republik Indonesia yang 
telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat 
wajib dilaporkan c,leh penduduk yang bersangkutan 
kepada. perwalcilan Republik Indonesia. 

(2} Petwakilan Republlk Indonesia setempat 
scbagaimana dimak&ud pa.da ayat ( 1} menerbitkan 
surat keterangan pelepasan kewarganegaraan 
Indonesia. 



(3) Pelepnsan kewargancgaraan Indonesia scbagaimana 
d.inlakaud pada ayat (2) diberitahukan oleh 
perwalciJan Republik Indonesia setempat kepada 
Menteri yang berwenang berda.sarkan ketentuan 
pera.turan perundang-undangan untuk di~ruskan 
kepeda Inetanai pelakaana yang menerbitkan alcta. 
pencatatan Sipil yang bersang)rutan. 

(4) Berdaaarkan pemeberitahuan sebagaim,ma dimaksud 
pada ayat (3) pcjabat pcnca.tatan Sipil rnembuat 
cata.tan pingir pad.11 n\gister akta pencat.atan Sipil 
dan kutipan akta Pencatatan Sipil. 

Bagian Kesepuluh 
Pencata.tan l'eristiwa Penting Lainnya 
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(l) Pencatatan peristiwa penting la.innya dilakukan oleh 
pejabat penca.ta.tan Sipil atas perminta.an penrluduk 
yang beraangkutan seelah adanya penetapan 
pengadilan Negeri yang telah .memperoleh kekuatan 
hulrum tetap. 

(2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana 
dimakaud pada ayat (1) paling lam.bat 30 (tigs. puluhJ 
hari aejak ditcrimanya Mlinan pcnctapan pengruiilan. 

Bagian Keaebelas 
Pelaporan Penduduk yang Ti.dak Mampu 

Melaporkan Sendiri 
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Penduduk yang tidak mampu D'l"'laksanakan sendiri 
pelaporan terhadap perietiwa pent:ing yanag menyangkut 
dirinya senc:liri dapat dibantu oleh lnstansi pel.aksana 
at.au meminta. bantuan kepada orang lain. 

RABV . 
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

BapanKcsatu 
Data Kependudukan 
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(1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan 
mm/ atau data agrqat penduduk. 

[2) Data perseoJ8.1188D meliputi: 
a. Nomor KK; 
b. N1K; 



c. nama Lengkap; 
d. jenis K.elamin; 
e. tempat Lahir; 
r. tanggid/bulan/tahun lahfr; 
g. golongan darah; 
h. agama/kepercayaan; 
i. status perkawinan; 
j. atatua hubungan dalam keluarga; 
k. cacat fisik dan/atau mental; 
I. peT"didikan terakhir; 
m. jenls pekerjaan; 
n. NIK ibu kandung; 
o. nama ibu kandung; 
p. NIKayah; 
q. nama ayah kandung; 
r. alamal aebelumnya; 
s. alamat aekanulg; 
t. kepemj]jkar, akta kelahiran/ surat ken.al lahir; 
u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 
v. kepemillikan akta perkawtnan/buku nlkah; 
w. nomor akta per-kawinan/buku nikah; 
X. tanggal perka\\inan; 
y. kepemilikan akta perceraian; 
z. nomor akta perceraisn/surat cerai; 
aa. tanggal percerauua; 
bb. Sidikjari; 
cc. iris mata; 
dd. tanda tangan; dan 
ee. elemen data lainnya yang merupakau aib 

se-ng. 

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan 
Ylill bcrupa da.ta k1.u:tntitatif dan data kualitatif. 

(4) Data kependudukan sebagaimana cllinaksud pada 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk 
semua keperluan adalah data kependudukan dari 
Kementerian yang bertanggungja,.,ab dalani uruun 
Pemerintahan dalam Negeri antara lain untuk 
pemanfaatan: 
a. pelayanan publik; 
b. pereneanaan. pembangunan; 
c. alokasi anaaran: 
d. pembangunan demokrasi; clan 
e. penegakan hul..-um dan pencegahan kriminal. 

Raglan T<edua 
Dok:umen Kependudukan 
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(11 Dolrumen Kependudukan meliputi: 
a. biodata penduduk; 
b. KK; 



C. KTP; 
d. surat kctcran~ kependudukan; dan 
e. akta pencatatan sipil. 

(2) Surat ketenulgan kependudukan sebagaim.ana 
dimaksud pada angka ( 11 huruf d mellputl: 
a.. au.rat ketel angan pindah; 
b. surat ltetenmpn pindah dat.ang; 
c. sura.t ketenmgan pindah ke luar negeri; 
d. surat keterangan datang dari luar negeri; 
a. eurat ketenmpn tempat tinggQI;' 
f. surat ketenmgan kelahiran: 
g. surat keterangan lahir mati; 
h. surat keterangan pembatalan perkawinan; 
i. swat ketcranpn pembatalan perceraian; 
j. surat kefenmglln kP.matian; 
k. surat keterangan pengangkatan anak; 
1. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan 

indone8ia; 
m. surat kf';teTangan penganti tAnda identit:as; dan 
n. suratketerangan pencatatan sipil. 

(3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat keterangan 
pindah penduduk Warga Negara Indonesia. antar 
Kabupaten/ Kota da1ain satu Provinsi dan antar 
Provinsi dalam Wilayah Negara Keeatuan Republik 
Indonesia, Surat keterangan pindah datang 
penduduk Wai-ga. Negara Indonesia antar Ko.bup11ten/ 
Kota daJarn satu Provinsi dan antar Provinsi dalam 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat 
keterangan pindah datang penduduk orang asing 
daJem Wile.yah Nega.ra Ke:sa.tue.n Republik Indonesia, 
Swat keterangan pindah ke .t.uar Negeri. Surat 
keterangan datang dari Luar Negeri, Surat keterangan 
tempa.t tinggal untuk orang asing Tinggal terbatas, 
Surat ketttangan kelah:inm untuk: orang hring, Surat 
kP.t#.rangan Lahir mati untuk orang Asing, Surat 
keterangan lcernatiao untuk orang Asing, Surat 
keterangan pemba.talan perkawinan, Surat 
ketAmmgan pembatalan pen:eraian, Surat keterangan 
pengpnti Identitas, diterbitkan dan ditandatangani 
oleh kepala lnstansi Pelaksana. 

(41 Surat keterangan pindah penduduk Warga Negara 
Indoneeici antar Kecama.tan dalam satu Kabupaten, 
Surat Keterangan Pindah Datang penduduk W~ 
Negara Indonesia antar J{ocamatan dalam satu 
Kabupaten antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, 
dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat 
Btas na.ma Kepala instansi pelaksana. 



(5) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk Warga 
Negara Indonesia dalam satu Pekon/ Kelurahan, 
Surat Ketemngan Pindah datang penduduk Warga 
Negara Indonesia antar Pekon/Kelurahan dalarn qatu 
J(ecarnatan, Surat Keterangan kelahiran untuk Warga 
Negara Indonesia, Surat keterangan Lahir rnati untuk 
Warga Negara Indonesia, dan Swat keterangan 
kematian untuk Warga Negara £ndonesia, dapat 
diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Pekon/ 
Lurah at.as nama Kepala lnstansi pelaksana. 

(6) Surat Keterangan Pengakuan ana.k dan Surat 
Keterangan Pe.lepasan Kewarganegaraan Republik 
Indonesia_ diterbitkan dan ditandatangani oleh 
Kepala f>i:r-.. kib•n Republik Indonesi:i. 

Pasal50 

Biodata penduduk paling scdilcit memuat ketera.ngan 
t~ntAng namB, tflmpat dAn tnnggal lahir, .Al11mi:1t d.An jati 
diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data 
sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting yamg diah1mi. 
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(1) KK DlCIIluat keterangan mengenai kolom nomor KK, 
nama lengkap lrepal11 kelu11rga dan anggot.a keluarga, 
NIK, jenis kelamin, alama.t, tempat lahir,tanggal lahir, 
agama pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, 
status hubungan dalam keluarga, kewarg.t negaraan, 
dokumen imigraai, nama orang tua. 

(2) Ketenmgan mengenai kolom agama sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 11 bagi penduduk yang 
agamanya belum diakui 9"'bagai agarna berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan abl.u bagi penghayat 
Kepercayaan ddak di isi, tetapi tetap dilayani dan 
dicatat dalam database Kependudukan. 

(3) Nomor KK eebagaimana dimalcsud pada ayat (1) 
berlaku untuk seJamanya, kecuaH terjadi peruba.han 
kepala keluarga. 

(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana 
kepada penduduk Warga Negara Indonesia, dan 
orang AsingyAng mP.miliki izin Tinggal Teta.p. 

(51 KK sebagaimana dimakasud pada ayat (I) dijatl.ikau 
&alah ea.tu daaar penerbita.n KTP. 
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(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing 
yang memmlri i%in tinggal tetap hanya diperbolehkan 
terdaftar deism 1 (satu) KK. 



(2) Perubahan susunan keluarga dalam. KK wajib 
dilaporkan kepada Instansi pelaksana selambat
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya 
peru.bahan. 

(3) Berdasarkan 1aporan sebagaimana dimaki:1ud padl,j_ 
ayat (2) Inatanai Pelaksana m.t'ndaftar dan 
menerbitkan KK. 
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(1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki 1Z1n 
tinggal tetap yang te,lah berumur 17 (tujuh belas) 
tahun at.au telah kaWin atau pemah kawin wajib 
mcmiliki K.Tr-el. 

(2) K.TP-el sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( l) clan 
ayat (2) bcrlaku secara. naaional. 

(3) Orang aaing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
wajib mclaporkan pcrpanjangan mass. berlllku o.to.u 
menaanti KTP-el kepada lnstansi pelaksana paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa 
berlaku izin tinggal tetap bcrakhir. 

(4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib 
membawanya pad8. saat bepergian. 

(5) Penduduk sebegairnan11 dirnaJc11:1ud pada ayat (1) 
hanya memili.ki I (satu) K.Tl'-el. 

Pasa1 54 

(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Oaruda 
Pancaeile clan peta wilayah Negara K,;!satuan 
Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, 
yaitu NIK, nerna, rem.pat tanggal lahir, laki-!aki atau 
perempuan, agarna, status perkawinan, golongan 
darah, alamat. pckerjaan, Jrewargancgaraan., pas foto, 
mBM berlaku, rem.pat dan tanggal dikeluarkan KTP
el, dan umda tangan pemililc KTP-el. 

(2) NIK sebagimana. dimaksud pada ayal (1) menjadi 
nomor identitas tunggal untuk semua unisan 
pela,vanan publik. 

(3) Pemerintah menyelengarakan 
publik dcngan berdaearkan 
dimaksud pada a)-at [21. 

semua pelayanan 
NIK eebagahnana 

i4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana 
tliroak,.\ld pada ayat (1) bagi pcnduduk yang 
agarnanya belum dialcui eebagai agama berda.sarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi 
penghayat Kepercayaan tidak di isi, tetapi tetap 
dila.yani dan dicatat dalam data'bse kepemluduk.tu, 



(5) DalaJn KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data 
perseamJlBIM. 

(6) KTP-el untuk: 
a. warga Negara Jndonesia masa berlakunya seumur 

hidup; dan 
b. orang a.sing rn•sa berlakunya disesuaikan dengan 

masa berlaku izin tinggal tetap. 

(7) Dalarn hal terjadi perubahan elemen dabt, 
atau bilong, penduduk pernililc KTP-el 
melaporkan kepada £nstansi pelaksana 
dilakukan perubahan atau penggantian. 

rutiak, 
wajib 

untuk 

(8) Dalmn hal KTP-el ru:;ak a1au hilrulg, penduduk 
pemilik KTP-el we.jib melapor kepada lnstansi 
Pelakaana. melalnl camat atau Lurah, Kepala Pekon 
paling lambat 14 (empat betas) hari dan melengkapi 
surat pen1yataan penyebab terjadinya ru6ak atau 
hilans. 
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Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat 
keterangan tcntang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, 
tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa 
lrependudukan dan periatiwa penting y&Ilg dialami oleh 
i,esorang. 
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(1) Akta Pencatan Sipil tenliri itbi.!t: 

a. register a.kt.a pencatatan sipil, clan 
h. lrutipan akta pencatatan sipil. 

(2) Akta Pencalan Sipil bedaku :,clamanya. 
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jl) Register Akta Pencatatan Sipil meruu21.L selurub data 
periatiwa pen.ting. 

(2) Data Peristiwa penting yang berasal dari KUAKec.di 
integraaikan kedalam database kependudukan dan 
tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat 
oleh lnstansi Pelaksana. 

(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: 
a. jenis peristiwa penting; 
b. NlK dan status kewarganegaraan; 



c. nama orang yang mengalami peristiwa penting; 
d. nama dan identitas pelapor; 
e. tempat dan UU1gpl peri11tiw111; 
f. name. dan identitaG ea.km; 
g. tempat chm tar,ggal ~luarkaneya akta; dan 
h. nama dan tanda tangan P":iaba.t yang berwenang. 
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(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan 
akta: 
a. kelahiran; 
b. kematian; 
C. perkawinan: 
d. perceraian; 
e. penpkuan anak; dan 
f. ~ll~M lllfflK, 

(2) Kuti.pen Akta Pencatatan Sipil memuat: 
a. jenis peristiwa penting; 
b. nik dan status ke1uarga. kewarganegaraan; 
c. nama orans yang mengalami peristiwa penting; 
d. tempat dan tanggal peristiwa; 
e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; 
f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang 

dan 
i- pemyataan keBC8Wlian kutipan tersebut dengan 

data yang terdapat dalam register akta pencatatan 
sipil. 

PSIMI 59 

(1) Jnstansi pelaksana 
kewenangan, 8e8Ua.i 

atau pejabat yang diberi 
tanggung jawab, wajib 

menerbjtkan dokumen 
sebagai berikut: 

pendaft.anm penduduk 

a.. KK atau KTP paljng lambat 14 (empat belas) hari; 
b. surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat 

bclas hari) hari; 
c. surat ketemngan pindah datang paling lamrn1t 

14 (empat betas hari) hari; 
d. surat keterangan pindah ke Luw- Negeli paling 

lambat 14 (empat belasJ hari; 
e. surat keterangan datang d1:ui luar negel'i paling 

lam.bat 14 (empat belashari) hari; 
f. swat keterangan tempat tinggal untuk orang 

asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling 
lambat 14 (empat belas hari) hari; 

g. surat keteranpn kelahiran paling lwnbat 
14 (empat belas) hari; 

h. sura.t 'keu!rangan Jahir mati paling lambat 
14 (empat belas) hari; 



i. sura.t ketenmgan kematian paling Ja.mbat 3 (tiga) 
hart; 

j. liJUnlt lu:tenmp.n pembataltt.n perkawinan paling 
lambat 7 (tujuh) hari; dan 

k. surat bterangan pembataJan percerauin paling 
lam.bat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya 
semua persyaratan. 

(2) PerwaJrilen Republik Indonesia wajib mcncrbit:kan 
Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut: 
a. surat keterangan perceraian paling lambat 7 

(tltjuh) hari; 
b. surat keterangan pengangkatan anak paling 

lo.moot 7 (tujuhJ hari; 
c. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan 

Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 
tanggal dipenuhinya semua persyaratan. 

(3) Pejabat Pcncatatan Sipil dan Pejabat pada perwakilan 
Republik. Indonesia. yang ditunjulc s,abagai pembantu 
pencatatan Sipil wajib mencatat pada register Akta 
pencaratan Sipil dan menerbitkan kutipan Akta 
penc2:1.ta0in Sipil paling hunb:i.L 30 (Lip. puluhl bari 
9ejak tangsal dipenuhinya semua per:syaratan. 
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(1) Pembetu1an KTP hanya wlakuka.11 unluk KTP yaog 
menga]ami kesahilian tulis redaksional. 

(2) Pembetulan KTP sebagaima.na dimaksud pada ayat 
(1) dtlaksanakan dengan ata.u tanpa permohonan dari 
orang yang menjadi subjek KTP. 

(3) Pembetu1an KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 
( t) dilakukan ohm Instansi pelaksana. 
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(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk 
aktH. yang mengale mi kesalahai1. tulis redakaione.l. 

(2) Pembetulan akta Pencatat.an Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau 
tanpa permohonan dar.l orang yang menjadi subjek 
akta. 

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakuiuul oleh pejabat 
pencatatan Sipil eesuai dcngan kewennngannya. 



Pasa162 

(1) Pembatalan Akta Pcncatatan Sipil dilakukan 
berdaaar.kan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai 
pembe.taJan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pejabat pencata.tan Slplll membuat cata.tan pinggir 
pada Register Akta dan inencabut kutipnn o.kta-nkta 
pencatatan Sipl yang dibatalkan dari kepemilikan 
subjek akta. 

Paaa163 

Dawn hal wilayah huk:wn Inst.ansi pelalcsana yang 
menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang 
memutus pembidalan akta salirum putu:san pcnga.tlilan 
disarnpaikan kepada Instan!li pelaksana yang 
menerbitkan Akt.a Penc.atamn Sipil oleh pemohon atau 
pengadilan. 

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/ atau 
memfuilitasi dan/atau melakukan manipulasi data 
Kependudukan dan/am.u elemen data penduduk. 

Bagjan l<etiga 
Perlindungan Data dan 

Dokumen Kependudulcan 

Pasal65 

Data. pe1eco1angan dan dokumen kependudukan wajib 
disi.mpan dan di lindungi kerahasiaannya oleh 
Pemerintah Daerah. 

RAR VI 
SlS11M INFORMASI 

ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN 
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(11 Pengelolaan infonnasi administrasi kependudukan 
pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan 
oleh Bupati. 



(2) Pengelolaan mformasl adminlstrasl Irepend.udukan 
!><>bogpimono clirnekr.ud pada a.yat (1) dilakukrul 
melalui pembangunan Sistim Informa.si administra.si 
kependudukan. 

(3) Pengkajian dan pengembtuigan. si=stem infannasi 
administraai kependudukan dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Pringsewu. 

Pasa167 

(1) De.ta penduduk yruig dihaG1ilkml oleh :iistem 
administrasi kependudukan dan tersimpan di dalam 
database kependudukan dimanfaatkan untuk 
kepentingan perumusan kebijakan dibidang 
pemerintahan de.n pcmba.ngunan. 

(2) Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana 
di.maksud peach• ayat (1) harus mendapat ~in 
penyelenggara. 

Pasal 68 

(1) Data prtbadi penduduk yang harus dilindungi 
memuat: 
a. keterangan tentang cacat fi.silc dan/atau mental; 
b. sidik jari; 
c. iris ma.t.a; 
d. tanda tangan; dan 
e. eJernen data lainnya yang meTt~pakan alb 

seaeorang. 

Pa.88.169 

(1) Data pn'badi penduduk sebagaimana dima.ksud 
dalam Pasal 68 wajib disimpan dan dilindungi oleh 
Pemerintah. 

(2) Data J>ribadi penduduk st"bagairn'lna dimakaud pada 
ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi 
kerahasiaanya oleh penyelenggara. dan Inatansi 
pelak8ana sceuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 70 

fenguruaan dan penerbitan dokumen kependudukan 
tidak dipungut biaya. 



BAB "11 
UPAYA PERCEPATAN LA.YANAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Pa.sal71 

Seisin layanan langsung, lnstansi pelaksana juga 
melak.ukan layanan 1:1.dminisl.ra.si kependudukan clan 
loonsultasi secam online meliputi: 
a. website; 
b. whatsapp; 
c. sms; clan 
d. media eoaial. 

Pa.sal 72 

(1) Asas Stelael aktif data kependudukan berlaku bagi 
penduduk d!ln lulll:Bn~ peJaksana. 

(21 Stebel aktif Inetansi pela.k58D8. proaktif mencat.at dan 
menerbitkan dokumen peristiwa lrependudukan. 

(3) Steleel aktif penduduk, eebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) aetiap penduduk secara aktif mencatatkan 
peristiwa kependudukan clan peristiwa penting 
lainnya yang diaJami penduduk dan kejelasan status 
hukum. 

(4) Instansi PeJaksenA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) melakukan inovasi lay.a.nan administ:rasi 
kependudukan yang meliputi: 

a. penerbitan terintegrasi dokumen kependudukan 2 
in 1, 3 in I, 4 in. 1, 5 in l, 6 in 1; 

b. pels,yarum Penerbitan dokumen kependudu"kan 
jemput bola (iebol); 

c. pelayu:,.an program Oebyar seventeen (perekaman 
KTP-el penduduk sehelum 17 (tujuh belas) t.ahun; 

d. pelayanan program SLADAK (Setiap Lahir Anak 
Diberikan Akta Kelabiran); dan 

e. pelayanan administrasi kependudukan mobile/ 
keliling. 



BAB VIII 
PENU1'UP 

PasaJ. 73 

Peraturan Bupati ini mula.i berJaku pada t.anggal 
diwitla.Ii.gkan. 

Agar setiap orang mengetahuin.va, memerint.ahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempawmya daJsm Belita Daerah Kabupaten 
Pringsewu. 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal • 05 Jull 201 8 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal • 0 4 J ul.1 2018 

B U PATI P~GSEWU, 

dto 

SUJADl 

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN PRJNGSEWU, 

dto 

A. DUDIMAN PM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINOSEWU TAHUN 2018 NOMOR 37 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

~~, 
IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupatea Pringsewu: http:/ /jdib.pringsewull:ab.go.id/ 
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